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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsekuensi hukum adanya perubahan pengaturan sifat LPSK dalam 

memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi 

saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilihat 

dalam konstruksi Pasal 5 ayat (1), (2), penjelasan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 

29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. Pasal 5 merujuk pada hak-hak saksi dan korban, kemudian 

ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan hak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam 

kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, dalam penjelasan Pasal 5 

ayat (2) yang dimaksud dengan kasus tertentu salah satunya adalah tindak 

pidana korupsi, sehingga ketentuan Pasal 29 ayat (2) dalam hal tertentu 

LPSK dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tanpa perlu 

adanya permohonan terlebih dahulu, terhadap kasus tindak pidana korupsi 

wajib diberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. 

Dalam kasus Johanes Marliem, LPSK seharusnya menggunakan sifat aktif 

dalam memberikan perlindungan sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) 

Undang-Undang PSK. Hal ini sebagai bentuk penambahan ayat dalam 
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Pasal 29 tersebut dimana pemberian mekanisme perlindungan bagi saksi 

dan korban tidak harus menunggu permintaan dari saksi dan korban 

maupun pejabat yang berwenang. 

2. Sifat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau 

korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana 

korupsi di masa yang akan datang khusus terhadap tata cara pemberian 

perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana korupsi harus 

menyatakan bunyi pasal secara jelas agar tidak terjadi penafsiran yang  

begitu luas terhadap perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi. 

Bunyi Pasal yang ada saat ini apabila tidak dilakukan analisa terhadap 

ketentuan Pasal yang berkaitan, akan memberikan ruang yang sangat luas 

bagi penegakan hukum khususnya terkait tata cara perlindungan saksi dan 

korban.  

B. Saran 

1. Diharapkan dengan perubahan Undang-Undang terkait perlindungan saksi 

dan korban yang merubah sifat pasif menjadi aktif dalam tata cara 

pemberian perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana 

korupsi, LPSK lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap saksi 

dan korban dalam tindak pidana korupsi, hal ini adalah sebagai bentuk 

realisasi atas perintah Undang-Undang. 
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2. Dalam membentuk aturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan 

adanya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat 

menimbulkan penafsiran berbeda-beda, sehingga saran penulis adalah 

terhadap jenis tindak pidana korupsi haruslah bunyi pasal dibuat secara 

jelas, hal ini agar menghindari terjadinya penafsiran yang begitu luas. 

Saran penulis terhadap Pasal terkait mekanisme pemberian perlindungan 

bagi saksi dan korban dalam Pasal 29 ayat (2) diubah menjadi “terhadap 

kasus tindak pidana korupsi LPSK wajib memberikan perlindungan tanpa 

diajukan permohonan dengan mempertimbangkan kualitas saksi dan 

korban terhadap ancaman yang timbul”. 
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